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Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu oleh Bawaslu dan jajaran sesuai dengan mandat
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota. Keduanya menggunakan mekanisme yang bebeda yaitu mekanisme penerimaan
laporan, kajian dengan produk rekomendasi untuk pilkada dan mekanisme adjudikasi dalam persidangan
terbuka umum dengan produk putusan untuk Pemilu. Pada praktiknya terdapat hambatan dalam
penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada yang difokuskan pada pelanggaran Pasal 71 ayat (2) ayat (3)
dengan sanksi administrasi pembatalan calon karena diparitas mekanisme dan produk akhir ini. Ditemui
variasi tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU dan jgjarannya ketika produk pelanggaran administrasi berupa
rekomendasi meskipun baik putusan ataupun rekomendasi, UU Pemilu dan UU Pilkada sama mengatur
kewajiban KPU dan jgjarannya untuk melakukan tindaklanjut. Perbedaan terletak pada konteks pilkada
karena setalah rekomendasi Bawaslu diberikan UU Pilkada juga memberikan kewenangan memeriksa dan
memutus pelanggaran administrasi Pilkada oleh KPU dan jgjarannya. Perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimanakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Penanganan Pelanggaran
administrasi Pemilu oleh Bawaslu dan bagaimanakah hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi
Pilkada jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Putusan dan Rekomendasi.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penanganan pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu menggunakan mekanisme yang diatur oleh
duaregulas yang berbeda sehingga menimbulkan disparitas meskipun diselenggarakan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan yang sama sebagaimana putusan MK 48/PUU-XV11/2019. Ditemui hambatan seperti
perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu, sifat dan dayaikat rekomendasi, mekanisme non
adjudikasi yang tidak berimbang dengan output rekomendasi pembatalan calon, peraturan KPU yang tidak
sesuai. Saran adalah perbaikan kerangka hukum dengan revisi UU Pilkada berkenaan dengan kewenangan
pelanggaran administrasi menyesuaikan dengan UU Pemilu untuk pelanggaran Pasal 71 ayat (2), (3) dengan
sanksi pembatalan calon dengan output putusan, mengatur hukum acara sendiri, reviss PKPU Nomor 25
Tahun 2013 dan membangun kesepahaman antar |embaga penyelenggara pemilu

...... Settlement of Election and Election administrative violations by Bawaslu and its ranks in accordance
with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016
concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Both of them use different mechanisms, namely the
mechanism for receiving reports, studies with recommendation products for the regional elections and
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adjudication mechanismsin public open trials with decisions for elections. In practice, there are obstaclesin
resolving election administrative violations which are focused on violations of Article 71 paragraph (2)
paragraph (3) with administrative sanctions for canceling candidates due to the disparity of the mechanism
and the final product. There were variations of follow-up carried out by the KPU and its staff when the
product of administrative violation was in the form of arecommendation, even though it was a decision or
recommendation. The Election Law and the Pilkada Law both regul ate the obligations of the KPU and its
staff to follow up. The difference liesin the context of the election because after the Bawaslu
recommendation was given the Pilkada Law also gave the authority to examine and decide on violations of
the election administration by the KPU and its staff. The formulation of the problem in thisresearch is
howhandling of election administrative violations and handling of election administrative violations by
Bawaslu and how are the obstacles in handling election administrative violations when compared to
handling election violations based on Decisions and Recommendations. The writing of thisthesis uses a
normative juridical legal research method. The results of the study indicate that the handling of
administrative violations of the Pilkada and General Elections uses a mechanism regulated by two different
regulations, causing disparities even though they are carried out by institutions that have the same authority
as the Constitutional Court's decision 48/PUU-XV11/2019. Obstacles were encountered such as differences
in understanding between the KPU and Bawaslu, the nature and binding power of the recommendations,
non-adjudication mechanisms that were not balanced with the output of recommendations for the
cancellation of candidates, Inappropriate KPU regulations. Suggestions are improvements to the legal
framework by revising the Pilkada Law with regard to the authority for administrative violations to comply
with the Election Law for violations of Article 71 paragraph (2), (3) with sanctions for canceling candidates
with decision outputs, regulating their own procedural law, revising PK PU Number 25 of 2013 and build
understanding among €l ection management bodies.



